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Abstrak: Prinsip “Jancukan” dalam Akuntansi dan Pelaporan 
Keuang an. Penelitian ini bertujuan menelaah kemungkinan peningkat
an keterbacaan dan keterpahaman laporan keuangan melalui kerangka 
konseptual pelaporan keuangan dan turunannya. Metode analisis isi di
terapkan pada Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK), Stan
dar Akuntansi Keuangan (SAK), Laporan Keuangan Emiten, dan hasilnya 
dijustifikasi dengan terminologi “jancuk” sebagai refleksi. Hasil analisis 
menunjukkan laporan keuangan seharusnya tidak hanya merepresen
tasikan fenomena ekonomi dengan “angka”, tetapi perlu memberikan 
deskripsi melalui ungkapan “katakata” untuk meningkatkan pema
haman pengguna. Dengan istilah Suroboyoan, laporan keuangan ha
rus disajikan berdasarkan prinsip “Jancukan.” Artinya, akuntan wajib 
berprinsip “JANgan CUKup (berhenti di) ANgka”; atau “JANgan (merasa) 
CUKup (menyajikan) ANgka.”

Abstract: The “Jancukan” Principle in Accounting and Financial 
Reporting. This study aims to examine the possibility of increasing the 
keterbacaan and keterpahaman of financial statements through the con-
ceptual framework of financial reporting and its derivatives. The analisis 
isi method is applied to the conceptual framework, financial accounting 
standards, financial reporting, and the results are justified by the term 
“jancuk” as reflection. The analysis shows that financial reporting should 
not only represent economic phenomena with “number,” but also need to 
describe the expression “words” to increase users understanding. With the 
term Suroboyoan, financial reporting must be presented based on the “Jan-
cukan” (“Don’t stop enough numbers” or “don’t present numbers enough”).

Laporan keuangan seharusnya mu
dah dibaca dan dimengerti oleh pengguna 
karena targetnya adalah memberikan dasar 
yang tepat bagi pengguna untuk mengambil 
keputusan ekonomi berdasarkan informa
si keuangan yang diperlukan (Chakrabarty, 
Seetharaman, Swanson, & Wang, 2018; 
Fakhfakh, 2016; Havemo, 2018; Merkl-Da
vies & Brennan, 2017). Fakta bahwa lapor-
an keuangan mengandung problema komu
nikasi sebenarnya sudah lama ditemukan 
secara empiris oleh Brennan & Merkl-Da

vies (2014) dan Rutherford (2016). Frezatti, 
Carter, & Barroso (2014) memperoleh bukti 
bahwa tingkat pemahaman dan kemampuan 
pemaknaan terhadap istilah teknis dan sim
bolsimbol bahasa akuntansi oleh penyedia 
ataupun pengguna laporan keuangan relatif 
rendah. Temuan tersebut diakui oleh San
dell & Svensson (2017) bahwa angka serta 
pengelompokan akuntansi sangat beragam, 
khususnya pada aspek penafsiran lapor
an keuangan. Hal ini menunjukkan bah
wa kebermanfaatan laporan keuangan bagi 
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pengguna dalam pengambilan keputusan 
ekonomi tidak hanya terletak pada relevansi 
informasi, tetapi juga terletak pada tingkat 
keterbacaan laporan keuangan yang ber
sangkutan (Ajina, Laouiti, & Msolli, 2016; 
Davison, 2015; Richards & Staden, 2015; 
Tan, Wang, & Zhou, 2015).

Asay, Elliot, & Rennekamp (2017) men
jelaskan bahwa keterbacaan laporan keuang
an merupakan permasalahan yang sangat 
kompleks dalam hal mengomunikasikan in
formasi akuntansi. Hal ini disebabkan setiap 
simbol (baik angka maupun kata) memiliki 
kompleksitas tersendiri. Kompleksitas ini 
sudah terjadi dari munculnya siklus akun
tansi sampai penyajian laporan keuangan 
(Corrigan & Rixon, 2017; Ezat, 2019; Gines
ti, Sannino, & Drago, 2017). Dalam konteks 
ini Chaidali & Jones (2017) dan Constable & 
Kuasirikun (2018) secara tegas menyatakan 
bahwa pemilihan kata yang tepat sebagai 
representasi fenomena ekonomi perusahaan 
merupakan faktor penting untuk meningkat
kan keterbacaan laporan keuangan, dengan 
diikuti penyajian angka secara tepat pula 
(dalam unit moneter) sebagai hasil proses 
pengukuran (Aerts & Yan, 2017; Jääskeläin
en & Luukkanen, 2017; Marshall & Lennard, 
2016; Moreno & Casasola, 2016). 

Selain keterbacaan, Stone & Lodhia 
(2019) berpendapat bahwa kebermanfaatan 
laporan keuangan bagi pengguna juga 
dipengaruhi oleh tingkat keterpahaman, 
yaitu tingkat kemampuan pembaca laporan 
keuangan untuk memahami bahasa akun
tansi yang terwujud pada kata dan ang
ka. Dalam hal ini kebermanfaatan laporan 
keuangan sangat bergantung pada preferen
si pembacanya. Implikasinya, representasi 
fenomena ekonomi perusahaan tidak cukup 
hanya melalui simbolisasi berupa kata dan 
angka, tetapi perlu penjelasan naratif yang 
memadai untuk mengungkapkan peristiwa 
atau fenomena ekonomi yang sebenarnya 
(Evans, 2018; Johansen & Plenborg, 2018; 
Pinto & Picoto, 2016).

Penelitian tentang dampak keterbacaan 
dan keterpahaman laporan keuangan pada 
perilaku pengguna telah banyak dilakukan 
(Ben-Amar & Belgacem, 2018; Chakrabarty, 
Seetharaman, Swanson, & Wang, 2018; 
Karyada & Irwanto, 2017; Luo, Li, & Chen, 
2018; Osgerby, Marriott, & Gee, 2018; Por
ter, 2019). Palea (2018) menemukan bukti 
bahwa integrated reports mengandung kom
pleksitas informasi, baik informasi keuangan 
maupun nonkeuangan, sehingga keterba

caan dan keterpahaman sangat diperlukan 
agar kebermanfaatan integrated reports bagi 
pengguna makin meningkat (Dosinta, Bra
ta, & Heniwati, 2018; Pavlopoulos, Magnis, 
& Iatridis, 2017). Beattie & Davison (2015) 
menjelaskan bahwa keterbacaan dapat di
tingkatkan melalui penggunaan “kata” (akun) 
yang mudah dimengerti, dan melalui “ang
ka” yang diperoleh dari hasil pengukuran 
yang mudah dijelaskan kepada pengguna. 
Demikian pula dengan Davison (2015) juga 
menjelaskan bahwa keterpaham an penggu
na atas integrated reports dapat di tingkatkan 
melalui pengungkapan (disclosure) dengan 
bahasa yang dapat dengan mudah dipahami 
oleh pengguna pada umumnya. Hasil pene
litian serupa juga ditemukan oleh Ben-Am
ar & Belgacem (2018) yang melakukan ana-
lisis isi atas laporan keuang an. Bukti lain 
ditemukan oleh Baxamusa, Jalal, & Jha 
(2018) bahwa keterbacaan lapor an keuang
an tahunan (annual reports) berpengaruh 
positif pada keputusan para analis pasar 
modal, karena keterbacaan laporan keuang
an merupakan properties dalam earning fore-
cast bagi mereka.

Penelitian ini dilakukan untuk meng
evaluasi sejauh mana upaya regulator 
penyusun standar akuntansi di Indonesia 
berupaya meningkatkan keterbacaan dan 
keterpahaman laporan keuangan. Jika pene
litian terdahulu dilakukan dengan landasan 
positivisme (dengan pendekatan kuantita-
tifstatistikal), penelitian ini dilakukan de
ngan landasan paradigma neo-positivisme 
(dengan pendekatan kualitatif-tematik). Ber
dasarkan paradigma neo-positivisme, pene
litian ini berupaya untuk memberikan pe
nilaian atas Kerangka Konseptual Pelapor an 
Keuangan (KKPK) dan Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam upa
ya meningkatkan kebermanfaatan laporan 
keuangan melalui peningkatan keterbacaan 
dan keterpahaman. Penelitian ini juga me
nilai kepatuhan perusahaan publik (emiten) 
terhadap KKPK dan PSAK terkait de ngan 
keterbacaan dan keterpahaman laporan 
keuangan yang dipublikasikan.

METODE
Berlandaskan paradigma neo-positi-

visme penelitian ini dilakukan dengan me-
nerapkan analisis isi kualitatif. Adapun 
dokumendokumen yang dijadikan sebagai 
bahan tersaji pada Tabel 1.

Metode analisis isi relevan untuk dite-
rapkan karena memungkinkan untuk meng
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analisis informasi yang sulit diukur (Finf
geld-Connett, 2014; Lacy, Watson, Riffe, & 
Lovejoy, 2015). Informasi tersebut mencakup 
teks dan narasi yang menjadi konten KKPK, 
PSAK, dan laporan keuangan tahunan pe
rusahaan. Justifikasi hasil penelitian ini 
dilakukan dengan berefleksi pada terminolo
gi “jancuk” yang merupakan kata ungkapan 
masyarakat Surabaya, Jawa Timur.

Dalam perspektif pemikiran Baudril
lard (1981), sebagai simbol dalam komuni
kasi, istilah “jancuk” atau “Jancukan” me
rupakan simbol (simulacra) yang memiliki 
makna sangat dinamis dan sangat lentur, 
mulai dari makna yang benarbenar merujuk 
pada “realitas sejati” (makna kotor dan tidak 
sopan) hingga makna “hiperrealitas” (melam
paui realitas atau tanpa makna yang jelas). 
Demikian pula bagi masyarakat Surabaya, 
Jawa Timur, “jancuk” merupakan kata yang 
sarat makna, bahkan makna kata “jancuk” 
atau “Jancukan” tidak merujuk pada reali
tas apa pun, kecuali hanya sebagai a kronim 
Suroboyoan. Oleh Baudrillard (1983), da
lam situasi demikian, kata “jancuk” atau 
“Jancuk an” hanya berhenti sebagai simbol 

tanpa ada yang disimbolkan, atau disebut 
sebagai pure simulacra. Dalam penelitian ini, 
sebagai refleksi hasil analisis, kata “Jancuk-
an” adalah akronim dari “JANgan CUKup 
ANgka”, atau jika disisipkan tambahan kata 
dan frasa, akan menjadi lebih jelas “JANgan 
(merasa) CUKup (hanya menyajikan) ANgka” 
atau “JANgan CUKup (berhenti di) ANgka”.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kerangka Konseptual Pelaporan 

Keuang an (KKPK) diterbitkan untuk me
negaskan tentang beberapa hal. Pertama, 
tujuan pembuatan ataupun publikasi pe
laporan keuangan. Kedua, karakteristik 
informasi yang terkandung pada pelapor
an keuangan, khususnya aspek kualitatif. 
Ketiga, serangkaian unsur mendasar yang 
terkandung pada laporan keuangan (defini
si, pengakuan, dan pengukuran). Keempat, 
konsep dan pemeliharaan modal. 

KKPK menyatakan bahwa tujuan 
umum pembuatan dan publikasi pelaporan 
keuangan pada hakikatnya adalah menye
diakan informasi keuangan yang ditujukan 
kepada pihak terkait, khususnya investor 

Tabel 1. Dokumen dan Fokus dalam Penelitian Ini

Dokumen Penyusun Fokus Analisis Isi
Kerangka Konseptual Pelaporan 
Keuangan

DSAKIAI Karakteristik Kualitatif Laporan 
Keuangan, Keterbacaan, dan 
Keterpahaman

PSAK 1 Penyajian Laporan Keuang
an

DSAKIAI Prinsip Pengungkapan Umum

PSAK 7 Pengungkapan Pihak Bere-
lasi

DSAKIAI Prinsip Pengungkapan Transaksi 
dengan Pihak Berelasi

PSAK 8 Peristiwa Setelah Tanggal 
Pelaporan

DSAKIAI Prinsip Pengungkapan Peristiwa 
Setelah Tanggal Pelaporan

PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, 
Kewajiban Kontinjensi, dan Aset 
Kontinjensi

DSAKIAI Prinsip Pengungkapan Aset dan 
Kewajiban Kontinjesi

PSAK 60 Instrumen Keuangan – 
Pengungkapan

DSAKIAI Prinsip Pengungkapan Financial 
Assets dan Financial Liability

Laporan Tahunan 2016 PT Ciputra 
Surya

PT Ciputra Surya Praktik Pengungkapan aset 
lancar (kas dan setara kas, serta 
piutang)

Laporan Tahunan 2016 PT Total 
Bangun Persada

PT Total Bangun 
Persada

Praktik Pengungkapan Financial 
Assets dan Financial Liability

Laporan Tahunan 2016 PT Martina 
Berto

PT Martina Berto Praktik Pengungkapan Transaksi 
dengan Pihak Berelasi

Laporan Tahunan 2016 PT Blue 
Bird

PT Blue Bird Praktik Pengungkapan Aset Kon
tinjensi dan Kewajiban Kontin
jensi
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dan kreditor. Namun, informasi keuangan 
yang merupakan hasil pengukuran tran
saksitransaksi (peristiwa) secara ekonomis 
bukanlah satusatunya informasi yang pen
ting bagi pengguna laporan keuangan. KKPK 
menyadari realitas tersebut, dan karena
nya,  KKPK menegaskan bahwa penyajian 
informasi tersebut sebagai hasil pengukuran 
secara ekonomis tidak berarti menghalangi 
manajemen untuk memberikan informasi 
tambahan.

KKPK secara tegas menyatakan bah
wa setiap elemen laporan keuangan mere
fleksikan kejadian ekonomi dalam “kata” 
serta “angka”. Hal ini berarti bahwa tujuan 
adanya laporan tersebut adalah memberi
kan informasi yang merepresentasikan feno
mena ekonomis, yaitu fenomena dan peristi
wa yang dapat diukur dalam unit moneter. 
Namun, KKPK juga menegaskan bahwa in
formasi keuangan juga harus merefleksikan 
secara tepat setiap kejadian ekonomi supaya 
berguna. Penegasan KKPK tersebut me
ngandung arti bahwa “angka” (dalam unit 
moneter) merupakan simbol numerik hasil 
pengukuran (measurement) sebagai repre
sentasi nilai ekonomi suatu fenomena, se
dangkan “kata” merupakan simbol yang 
merujuk pada fenomena ekonomi (peristiwa) 
yang direpresentasikan.

Pengukuran fenomena ekonomi yang 
menghasilkan “angka” merupakan hal pen
ting dalam pelaporan keuangan, tetapi pemi
lihan “kata” secara tepat untuk merepre
sentasikan fenomena ekonomi yang terjadi 
merupakan hal yang tidak kalah penting. 
Penyajian “angka” sebagai representasi nilai 
ekonomi tidaklah cukup memberikan pema
haman kepada pengguna laporan keuangan 
jika tidak diikuti penyajian “kata” yang tepat 
untuk menggambarkan fenomena ekonomi
nya. Lebih dari itu, penjelasan kua litatif juga 
sangat diperlukan agar pembaca laporan 
keuangan juga memahami realitas yang ada 
di balik fenomena ekonomis yang dilaporkan. 
Oleh karena itu, KKPK menegaskan penting
nya penggunaan simbolsimbol (“kata” dan 
“angka”) secara tepat sebagai prinsip untuk 
meningkatkan kebermanfaatan informasi 
keuangan bagi pengguna. Prinsip tersebut, 
ala Suroboyoan, dalam artikel ini disebut 
sebagai prinsip “Jancukan” atau jika dipan
jangkan menjadi prinsip “JANgan CUKup 
ANgka”, “JANgan (merasa) CUKup (hanya 
menyajikan) ANgka”, atau “JANgan CUKup 
(berhenti di) ANgka. Maksud KKPK dengan 
prinsip “Jancukan” ini adalah bahwa dalam 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

pelaporan  keuangan  akuntan  jangan  mera 
sa cukup hanya menyajikan “angka” sebagai 
hasil  pengukuran,  tetapi  harus  mampu 
memilih “kata” yang tepat untuk menggam 
barkan realitas ekonomi yang sesungguhnya 
terjadi,  bahkan  menggambarkan  realitas 
lain yang ada di balik realitas ekonomis.

  Prinsip “Jancukan” seperti  ditegaskan 
dalam  KKPK  tersebut  secara  empirik  telah
ditegaskan pula oleh Biondi & Lapsley (2014)
yang  mengkaji  peran  akuntansi  dalam  pe 
nyajian  informasi  keuangan  sebagai  repre 
sentasi  realitas  ekonomis  dari  bendabenda 
purbakala  atau  aset  bersejarah  (heritage 
assets) yang  tersimpan  pada  beberapa  mu
seum.  Aversano  &  Christiaens  (2014)  juga
menemukan bahwa nilai ekonomis heritage 
assets perlu  dilaporkan  agar  masyarakat 
New Zealand memahami bahwa heritage as- 
sets merupakan  bendabenda  peninggalan 
sejarah  yang  sangat  berharga  bagi  bangsa. 
Pernyataan  tersebut  sejalan  dengan  argu
men Aversano, Christiaens, & Thielen (2019)
dan  Ellwood  &  Greenwood  (2016)  bahwa
bendabenda  peninggalan  sejarah  memiliki 
nilai ekonomis dalam konteks kekinian, dan 
karenanya,  akuntansi  dan  pelaporan  infor 
masi  ekonomis  atas  bendabenda  berseja 
rah tersebut menjadi penting. Argumen yang 
sama juga diungkapkan oleh Woon, Chatter
jee, & Cordery (2019).

Namun,  sebagaimana  dinyatakan  oleh
Christiaens,  Rommel,  Barton,  &  Everaert
(2012)  pengukuran  nilai  ekonomis heritage 
assets menghadapi  problematika  tersendi 
ri  dibandingkan  dengan  pengukuran  nilai 
ekonomis  asetaset  lain  pada  organisasi 
bisnis. Pertama, heritage assets tidak terpro 
duksi  secara  berulang.  Kedua, heritage  as- 
sets tidak  memiliki  pasar.  Oleh  karena  itu, 
pengukuran nilai ekonomis atas heritage as- 
sets cukup sulit sehingga hasil pengukuran 
bersifat subjektif.

Dalam  konteks  ini  prinsip “Jancukan”
diungkapkan  dalam  temuan  Kurniati,  As
mony,  &  Santoso  (2017)  bahwa  informasi
laporan keuangan dari mengenai aset tidak 
hanya menyajikan informasi ekonomis (ang 
ka moneter) atas heritage assets, tetapi juga 
memberikan  penjelasan  kualitatif  tentang 
dasar  dan  pendekatan  pengukuran  yang 
diterapkan.  Walaupun  angka  moneter  yang 
merepresentasikan  nilai  ekonomis heritage 
assets bersifat  subjektif,  laporan  keuangan 
beberapa museum di New Zealand memberi 
kan penjelasan yang sama tentang pendekat 
an  pengukuran heritage  assets, di  antara
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nya  adalah  mempertimbangkan  aspek  nilai 
estetika (seni), nilai sosial, dan nilai budaya 
dari heritage  assets yang  bersangkutan. 
Penjelasan  kualitatif  sebagai  wujud  prinsip
“Jancukan” tersebut  merupakan  standar 
wajib (mandatory standard) yang ditetapkan 
oleh regulator.

Urgensi prinsip “Jancukan” juga diung
kapkan oleh Ellwood dan Greenwood (2015)
yang  berargumentasi  bahwa  betapa  “tidak 
pentingnya”  informasi  keuangan  jika  tidak 
diikuti  pengungkapan  informasi  lain  yang 
sebenarnya  lebih  bernilai (valuable) bagi 
pengguna  laporan  keuangan.  Ellwood  dan
Greenwood (2015) menyatakan bahwa lapor-
an  keuangan  lebih  menonjolkan  nilainilai 
ekonomis hasil pengukuran (economic value
measurement) berupa  angkaangka  akun 
tansi tanpa diikuti pengungkapannya.

Menurut  Ellwood  &  Greenwood  (2015)
pelaporan  nilai  ekonomis  (economic  value)
memang  penting  untuk  menginformasikan 
kepada  masyarakat  (pengguna  laporan 
keuangan)  tentang  nilai  aset  secara  ekono 
mis. Namun, pelaporan nilai ekonomis atas 
asetaset  budaya  tersebut  menjadi  kurang 
bermanfaat  bagi  masyarakat  karena  tidak 
diikuti dengan pengungkapan informasi ten 
tang  nilainilai  budaya  (cultural  value) yang 
melekat  pada  asetaset  tersebut  yang  se 
sungguhnya  perlu  diketahui  dan  dipahami 
oleh masyarakat. Pembaca laporan keuang 
an seharusnya tidak hanya diberi informasi 
tentang  nilai  ekonomis  aset  bersejarah  da 
lam  konteks  kekinian,  tetapi  akuntansi  se 
harusnya  juga  memberikan  informasi  lain 
yang  sangat  berguna,  yaitu  pengungkapan 
nilai sosial dan nilai budaya atas aset.

  Konsep  dan  fakta  tersebut  menunjuk 
kan  bahwa  prinsip “Jancukan” dalam  pe 
laporan  informasi  keuangan  sangat  pen 
ting  karena  pelaporan  informasi  keuangan 
yang  hanya  mengedepankan  angkaangka 
moneter  hasil  pengukuran  akuntansi  tidak 
cukup  untuk  merepresentasikan  realitas 
secara  utuh.  Oleh  karena  itu,  prinsip “Jan- 
cukan” menuntut pelaporan keuangan yang 
memberikan  pengungkapan  informasi  lain 
nonmoneter  yang  dianggap  dapat  menam 
bah  kebermanfaatan  informasi  keuangan 
tersebut.  KKPK  menegaskan  pentingnya 
prinsip “Jancukan” tersebut dengan menya 
takan bahwa adanya penjabaran yang utuh 
mengenai  fenomena  usaha.  Implementa 
sinya,  prinsip “Jancukan” lebih  luas,  KKPK 
mengarahkan  agar  akuntan  melakukan 
pengungkapan (disclosure) yang  dipandang

perlu agar kebermanfaatan laporan keuang
an bagi pengguna makin meningkat. 

Dalam hal ini, KKPK menegaskan 
bahwa penjabaran lengkap memerlukan 
penjelas an dari fenomena keuangan yang 
sifat nya komprehensif. Makna prinsip “Jan-
cukan” pada KKPK adalah bahwa keberman
faatan informasi akuntansi bagi pengguna 
akan meningkat jika kata dan angka (sebagai 
simbolsimbol fenomena ekonomi) disajikan 
dengan diberi diskripsi dan penjelasan yang 
cukup.

Fakta bahwa DSAKIAI telah memper
timbangkan prinsip “Jancukan” dalam KKPK 
sebagaimana diuraikan di atas merupakan 
realitas yang patut untuk diapresiasi, meng
ingat bahwa akuntansi (dalam konteks ba
hasa bisnis) masih mengandung setidaknya 
permasalahan utama (Brennan & Merkl-Da
vies, 2014; Ginesti, Sannino, & Drago, 2017; 
Moreno & Casasola, 2016). Ezat (2019) ber-
argumentasi bahwa permasalahaan tersebut 
adalah keterbacaan dan keterpahaman. Im
plementasi prinsip “Jancukan” merupakan 
upaya DSAKIAI untuk meningkatkan keter
bacaan dan keterpahaman. Oleh karena itu, 
dalam ranah praktik pelaporan keuangan, 
PSAK yang disusun dengan berlandas pada 
Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan 
(KKPK), sejatinya juga menerapkan prinsip 
“Jancukan”. Mengingat bahwa KKPK me
nekankan implementasi prinsip “Jancukan” 
(JANgan (merasa) CUKup (hanya menya
jikan) Angka) dalam pelaporan keuang an, 
maka PSAK wajib mengikuti prinsip “Jancuk-
an” tersebut. Dengan konsekuen, seluruh 
PSAK yang disusun oleh DSAKIAI telah me
nekankan pentingnya prinsip “Jancukan” 
dalam penyajian informasi keuangan. 

Penekanan kewajiban akuntan untuk 
mengimplementasikan prinsip “Jancukan” 
seperti diatur dalam KKPK ditemukan dalam 
PSAK 1. Prinsip “Jancukan” tersirat pada 
aturan yang mewajibkan perusahaan untuk 
menyusun catatan atas laporan keuangan. 
Hal ini termuat dalam PSAK 1 yang berar
gumentasi bahwa laporan keuangan yang 
lengkap harus mencakup sejumlah kom
ponen, mulai laporan labarugi komprehen
sif sampai catatan atas laporan keuangan. 
Hal tersebut secara implisit menegaskan 
bahwa catatan atas laporan keuangan me
rupakan perwujudan dari prinsip “Jancuk-
an”. Catatan tersebut diperlukan karena 
“kata” atau “frasa” (nama akun sebagai sim
bol representasi fenomena atau peristiwa) 
dan “angka” (re presentasi nilai ekonomi ha
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sil pengukuran) tidak cukup memberikan 
pemahaman kepada pengguna tentang feno
mena ekonomi yang direpresentasikan. Oleh 
karena itu, prinsip “Jancukan” telah menjadi 
parameter PSAK 1, khususnya pada aspek 
penyajiannya.

Lebih lanjut, PSAK 1 mewajibkan akun
tan (manajemen) untuk mengimplementa
sikan prinsip “Jancukan” dalam konteks 
tujuan menghilangkan keraguan pengguna 
atas “kata” dan “angka” yang telah dilapor
kan. Dalam konteks ini, PSAK 1 mengim
plementasikan prinsip “Jancukan” tersebut 
dengan mewajibkan akuntan (manajemen) 
untuk mengungkapkan going concern dari 
operasional perusahaan. PSAK 1 menegas
kan bahwa ketidakpastian suatu usaha ha
rus diungkapkan dalam laporan.

Bukti kebermanfaatan implementa
si prinsip “Jancukan” atas pengungkapan 
ketidakpastian going concern tersebut te
lah diungkapkan oleh Bochkay, Chychyla, 
Sankaraguruswamy, & Willenborg (2018) 
dan Mayew, Sethuraman, & Venkatacha
lam (2015), yang berargumentasi bahwa 
pengungkapan tentang ketidakpastian atas 
kelangsungan usaha entitas direspon nega
tif oleh investor yang tampak dari fenomena 
penurunan harga saham di sekitar tanggal 
publikasi laporan keuangan. Demikian pula 
Bédard, Brousseau, & Vanstraelen (2019) 
dan Dong, Robinson, & Robinson (2015) me
nemukan bukti bahwa investor tidak meng-
hendaki adanya informasi mengenai ketidak
pastian laba. Penelitian Kumar & Lim (2015) 
dan Xu, Dao, & Wu (2018) juga menemukan 
fakta yang sama, bahwa pengungkapan ten
tang ketidakpastian kelangsung an usaha en
titas berpengaruh negatif pada stock pricing 
yang dilakukan oleh para analis keuangan. 
Hal ini menunjukkan bahwa prinsip “Jan-
cukan” sangat diperlukan dalam pelaporan 
keuangan, karena dalam konteks ini, peng
ungkapan informasi kualita tif tentang status 
going concern perusahaan lebih penting un
tuk dipertimbangkan oleh pengguna laporan 
keuangan (investor dan analis keuangan) da
lam mengambil keputus an. Bagi para peng
guna laporan keuangan, “ang ka” (moneter) 
menjadi kurang bermanfaat untuk dipertim
bangkan karena ada faktor kualitatif yang 
dipandang lebih berguna. Prinsip “Jancuk-
an” di atas dapat meng hindarkan penggu
na laporan keuangan dari kesesatan dalam 
mengambil keputusan ekonomi berdasarkan 
“kata” dan “angka” dalam laporan keuangan. 
Kesesatan pengguna akan terhindarkan, 

karena pengguna dapat mengevaluasi keber
lanjutan “kata” dan “ang ka” di masa depan, 
karena kemampuan perusahaan untuk go-
ing concern diungkapkan. 

Prinsip “Jancukan” juga dapat ditemu
kan dalam PSAK 7. Pedoman ini mewajibkan 
akuntan (manajemen) untuk mengungkap
kan transaksi yang dilakukan dengan pi
hakpihak yang berhubungan khusus. Un
tuk membantu pengguna laporan keuangan 
menilai risiko dalam pengambilan keputus
an, realitas ekonomi atas transaksi dengan 
berhubungan khusus tidak cukup hanya 
direpresentasikan dalam “kata” dan “ang
ka” dalam laporan keuangan.  Dalam hal 
ini PSAK 7 menerapkan prinsip “Jancuk-
an” dengan cara mengatur transparansi 
hubung an tersebut dan dampaknya bagi 
laporan keuangan. Prinsip “Jancukan” da
lam PSAK 7 dimaksudkan agar pengguna 
laporan keuangan memahami setiap detail 
transaksi yang memiliki hubungan khusus. 
Jika halhal tersebut diungkapkan, penggu
na laporan keuangan dapat menilai potensi 
yang mungkin terjadi dari hubungan terse
but.

Prinsip “Jancukan” yang diterapkan 
dalam PSAK 7 sangat tepat dan logis karena 
dengan adanya hubungan dengan pihak ber
hubungan khusus, suatu perusahaan dapat 
melakukan transaksi apa pun yang dikehen
daki dengan suatu bentuk persetujuan atau 
persekongkolan tertentu yang tidak mung
kin dapat dilakukan oleh pihak lain. Tran
saksi dengan suatu persekongkolan dapat 
mempengaruhi informasi keuangan entitas 
sesuai dengan yang diinginkan. 

Bukti kebermanfaatan implementasi 
prinsip “Jancukan” pada PSAK 7 tersebut te-
lah diperoleh Lopes & Reis (2019) dan Tseng, 
Lin, & Yen (2015) dari penelitian me reka 
yang memperoleh fakta bahwa pengungkap
an related party transactions memiliki re
levansi nilai (value relevance) bagi investor. 
Investor merespon positif transaksi dengan 
pihak yang berhubungan khusus. Dalam 
konteks ini pengungkapan transaksi dengan 
pihak yang berhubungan khusus dipandang 
sebagai cermin dari kualitas laba (earnings 
quality). Hall (2016) menemukan bukti bah
wa informasi laba dan pengungkapan tran
saksi dengan pihak berhubungan khusus 
mendapat respon positif oleh investor. Bukti 
yang sama dikemukakan oleh temuan Erb 
& Pelger (2015) dan Riduwan & Andayani 
(2018) yang berargumentasi bahwa para ana
lis keuangan tidak hanya menilai bagaimana 
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“angkaangka” pertumbuhan laba yang di
laporkan perusahaan, tetapi juga memper
hatikan “kualitas” pertumbuhan laba terse
but. Para analis keuangan mengevaluasi 
kualitas pertumbuhan laba dengan melihat 
bagaimana proses perolehannya, dengan 
siapa, transaksinya apa, jumlahnya berapa, 
dan saldo yang belum terselesaikan berapa. 
Para analis keuangan menganalisis proses 
perolehan laba tersebut dari pengungkap
an pihak yang berubungan khusus dalam 
lapor an keuang an. Hal ini menunjukkan 
bahwa prinsip “Jancukan” dalam pelaporan 
keuang an, khususnya dalam konteks peng
ungkapan tarnsaksi dengan pihak terse
but adalah penting bagi pengguna laporan 
keuangan.

Selain PSAK 1 dan PSAK 7, PSAK 8 
juga mengatur pelaporan berdasar prinsip 
“Jancukan”. Manajemen bertanggung jawab 
atas laporan keuangan yang diterbitkan, se
bagaimana disebutkan dalam PSAK 1, dan 
sebagai bentuk tanggungjawab tersebut, 
manajemen melakukan otorisasi atas pener 
bitan laporan. Dalam rangka implementasi 
prinsip “Jancukan”, tanggal otorisasi pener
bitan laporan keuangan harus diungkapkan. 
Seperti ditegaskan dalam PSAK 8 bahwa pe
rusahaan mengungkapkan tanggal otorisa
si penerbitan laporan keuangan dan pihak 
yang bertanggung jawab untuk memberikan 
otorisasi laporan keuangan tersebut.

Prinsip “Jancukan” PSAK 8 tidak hanya 
mewajibkan entitas untuk mengungkapkan 
tanggal otorisasi penerbitan laporan keuang
an, tetapi juga mewajibkan entitas untuk 
meng ungkapkan peristiwa penting yang ter
jadi antara tanggal laporan keuangan dengan 
tanggal otorisasi penerbitan laporan keuang
an tersebut. Dalam hal ini PSAK 8 menegas
kan bahwa jika perusahaan memperoleh 
informasi setelah periode pelaporan tentang 
suatu kondisi pada akhir periode pelapor an, 
maka perusahaan memutakhirkan peng
ungkapan kondisi tersebut sesuai dengan 
informasi terbaru yang diketahui. Jika peris
tiwa setelah akhir periode pelaporan bersifat 
material, maka dengan tidak diungkapkan
nya hal tersebut, pengguna laporan keuang
an akan terpengaruh dalam pengambilan 
keputusan. Oleh karena itu, perusahaan wa
jib mengungkapkan informasi tersebut yang 
mencakup informasi tentang sifat peristi
wa dan estimasi tentang dampak keuangan 
yang menyertainya. Implementasi prinsip 
“Jancukan” PSAK 8 dalam bentuk kewajiban 
pengungkapan tanggal otorisasi penerbitan 

bertujuan agar pengguna laporan mampu 
mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab 
manajemen antara tanggal laporan keuang
an dengan tanggal otorisasi penerbitannya. 
Tanggung jawab manajemen yang dimak
sud adalah terkait dengan kejujuran ma
najemen untuk mengungkapkan peristiwa 
yang terjadi antara tanggaltanggal tersebut 
yang (mungkin) mempengaruhi pemahaman 
pengguna atas “kata” dan “angka” yang telah 
disajikan dalam laporan keuangan.

Bukti kebermanfaatan implementa
si prinsip “Jancukan” atas pengungkapan 
peristiwa setelah tanggal pelaporan terse
but telah diperoleh Elbakry, Nwachukwu, 
Abdou, & Elshandidy (2017) dari peneli
tian mereka yang memperoleh fakta bahwa 
peng ungkapan peristiwa setelah tanggal 
pelaporan memiliki relevansi nilai (value 
relevance) bagi investor. Penelitian tersebut 
juga diperkuat bukti bahwa investor meres-
pon positif pengungkapan restrukturisasi 
perusahaan yang dilakukan setelah tanggal 
pelaporan (Elshandidy, 2014; Zheng, Lee, & 
Zhang, 2016). Bukti yang sama ditemukan 
oleh Abdullah, Evans, Fraser, & Tsalavoutas 
(2015) dan Power, Cleary, & Donnelly (2017) 
yang berargumentasi bahwa pengungkapan 
peristiwaperistiwa penting setelah tang
gal pelaporan memiliki relevansi nilai (va
lue re levance) yang bermanfaat bagi investor 
dalam pengambilan keputusan investasi. 
Meng ingat sedemikian pentingnya prinsip 
“Jancukan” atas pengungkapan peristiwa 
setelah tanggal pelaporan, penelitian Brown 
& Popova (2019) membuktikan bahwa au
ditor pun harus berhatihati sebelum me
nyatakan opini dalam laporan audit, karena 
harus memastikan apakah terdapat peris
tiwa setelah tanggal pelaporan yang dapat 
mempengaruhi keputusan pengguna lapor
an keuangan.

Tidak terbatas pada PSAK 1, PSAK 7, 
dan PSAK 8, prinsip “Jancukan” juga diim
plementasikan pada PSAK 57. Pada tanggal 
pelaporan keuangan, perusahaan (entitas) 
mungkin memiliki kewajiban yang harus 
dipenuhi di masa mendatang. Kewajiban 
tersebut memiliki dua karakteristik, yaitu 
kewajiban diestimasi dan kewajiban kon
tinjensi. Kewajiban diestimasi sudah pasti 
harus dipenuhi meskipun waktu dan jum
lahnya tidak pasti (dapat berubah karena 
perubahan estimasi). Oleh karena itu, ke
wajiban diestimasi harus dilaporkan dalam 
laporan keuangan dengan jumlah (nilai) 
estimasian. Namun, PSAK 57 mewajibkan 
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penerapan prinsip “Jancukan” atas infor
masi kewajiban diestimasi agar para peng
guna dapat memahami sifat, waktu, dan 
jumlah yang terkait dengan informasi terse
but. PSAK 57 menegaskan bahwa perusa
haan wajib mengungkapkan setiap jenis 
kewajiban disetimasi. Pengungkapan terse
but mencakup: penjelasan tentang karakte-
ristik kewajiban,  estimasi waktu di mana 
sumber daya perusahaan diperlukan untuk 
memenuhinya, dan indikasi tentang adanya 
ketidakpastian waktu dan jumlah arus ke
luar sumber daya ekonomis yang diperlukan 
tersebut. PSAK 57 juga menegaskan bahwa 
perusahaan wajib  mengungkapkan asumsi 
utama yang mendasari estimasi peristiwa 
pada masa yang akan datang, serta jumlah 
estimasi penggantian yang akan diterima 
dengan menyebutkan jumlah aset yang telah 
diakui untuk estimasi penggantian tersebut.

Berbeda dengan kewajiban diestimasi, 
kewajiban kontinjensi belum pasti dipenuhi 
karena kepastian keharusan untuk me
menuhinya bergantung pada peristiwa di 
masa mendatang. Implikasinya, perusa
haan (entitas) tidak diperkenankan untuk 
mengakui dan melaporkan kewajiban kon
tinjensi dalam laporan keuangan. Namun, 
setiap pengguna laporan perlu mengetahui 
ada nya kewajiban kontinjensi sebagai feno
mena ekonomi yang tidak disajikan dalam 
laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini 
PSAK 57 mewajibkan entitas menerapkan 
prinsip “Jancukan” bahwa perusahaan wa
jib mengungkapkan setiap jenis kewajiban 
kontinjensi yang dimiliki pada akhir periode 
pelaporan. Pengungkapan tersebut menca
kup uraian ringkas tentang karakteristik ke
wajiban kontinjensi, estimasi atas dampak 
keuangannya, indikasi tentang adanya keti
dakpastian yang terkait dengan jumlah atau 
waktu dikeluarkannya sumber daya yang 
diperlukan, serta kemungkinan penggantian 
yang akan diterima dari pihak ketiga.

Kebermanfaatan prinsip “Jancukan” 
dalam konteks pengungkapan kewajiban 
kontinjensi tersebut telah lama ditemukan 
oleh Bacchiega, Bonroy, & Petrakis (2018) 
dan Chen, Hou, Richardson, & Ye (2018) 
yang menemukan bukti bahwa pemegang sa
ham merevisi kontrak insentif bagi manajer 
ketika pemegang saham mengetahui adanya 
kewajiban kontinjen pada masa mendatang. 
Demikian pula penelitian Buccina, Chene, 
& Gramlich (2008) dan Lopes & Reis (2019) 
yang menemukan bukti bahwa pengung
kapan kewajiban kontinjen terkait dengan 

pembayaran pensiun karyawan di masa 
depan yang bergantung pada pilihanpilih
an metode aktuarial, direspon negatif oleh 
pelaku pasar modal. Hal ini menunjukkan 
bahwa prinsip “Jancukan” merupakan prin
sip pelaporan keuangan yang menambah ke
bermanfaatan informasi keuangan bagi para 
pengguna. Namun Cen, Chen, Hou & Rich
ardson (2018) menyatakan bahwa pengung
kapan kewajiban kontinjen harus memper
timbangkan materialitas. Aspek materialitas 
pengungkapan kewajiban kontinjen ini juga 
telah ditegaskan dalam PSAK 57.

Serupa dengan kewajiban kontinjensi, 
entitas tidak diperkenankan untuk meng
akui dan menyajikan aset kontinjensi da
lam laporan keuangan. Aset kontinjensi 
ini tidak diakui dalam laporan keuangan 
karena memicu adanya pengakuan peng
hasilan yang belum atau tidak akan terea
lisasi. Meskipun tidak tersaji dalam lapor
an keuangan, pengguna perlu mengetahui 
adanya aset kontinjensi sebagai fenomena 
ekonomi tersebut. Dalam konteks aset kon
tinjensi ini, PSAK 57 mewajibkan entitas 
menerapkan prinsip “Jancukan” bahwa jika 
ada kemungkinan besar diperolehnya man
faat ekonomis, perusahaan harus mengung
kapkan secara singkat tentang sifat aset 
kontinjensi pada akhir perioide pelaporan, 
serta estimasi dampak keuangannya. Prin
sip “Jancukan” yang diatur dalam PSAK 57 
makin jelas memberikan penyadaran bah
wa “angka” tidak cukup untuk memberikan 
pemahaman kepada pihak terkait sehingga 
laporan keuangan juga menjadi berguna bagi 
mereka. Dalam konteks PSAK 57, jumlah 
(nilai) aset dan kewajiban kontinjensi belum 
dapat diukur dengan andal sehingga tidak 
dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. 
Akan tetapi, kewajiban dan aset kontinjensi 
merupakan fenomena ekonomi yang (mung
kin) dapat mempengaruhi operasi entitas di 
masa depan yang perlu diketahui oleh peng
guna. Oleh karena itu, meskipun tidak dapat 
disajikan dalam laporan keuangan dalam 
bentuk “angka”, informasi tentang aset dan 
kewajiban kontinjensi penting untuk diung
kapkan dalam bentuk narasi yang membe
rikan pemahaman bagi pengguna “melampai 
angka”.

Selain PSAKPSAK  di atas, prinsip 
“Jancukan” juga tegas digunakan dalam 
PSAK 60. PSAK 60 menyadari bahwa peng
ukuran, pengakuan, dan penyajian instru
men keuangan hanya dalam “angka” tidak 
cukup memberikan pemahaman kepada 
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pengguna tentang fenomena ekonomi yang 
direpresentasikan, khususnya tentang risiko 
yang mungkin timbul. Oleh karena itu, 
PSAK 60 mewajibkan  adanya pengungkap
an informasi jenis dan tingkat risiko dalam 
instrumen keuangan dari kegiatan entitas. 
Prinsip “Jancukan” sangat tepat diterapkan 
dalam PSAK 60 yang khusus mengatur ke
wajiban pengungkapan risiko yang melekat 
pada instrumen keuangan sebagai fenome
na ekonomi yang direpresentasikan dalam 
laporan keuangan. Berlandaskan prinsip 
“Jancukan” PSAK 60 menegaskan kewajiban 
pengungkapan risiko instrumen keuangan 
yang mewajibkan perusahaan mengungkap 
segala jenis risiko yang timbul dari kegiatan 
operasional. Pengungkapan yang dimak
sud PSAK 60 tersebut terfokus pada risiko 
yang mungkin akan timbul dari instrumen 
keuangan dan bagaimana risiko tersebut 
telah dikelola oleh perusahaan. Risiko-risiko 
ini pada umumnya mencakup risiko kredit, 
risiko likuiditas, dan risiko pasar.

Pengungkapan tersebut mencakup 
peng ungkapan kualitatif ataupun kuanti
tatif. Dalam pengungkapan kualitatif setiap 
perusahaan wajib mengungkapkan setiap 
unsur yang ada dalam risiko, sedangkan da
lam pengungkapan kuantitatif, perusahaan 
wajib menganalisis tingkat sensitivitas se-
tiap risiko. Dalam konteks ini prinsip “Jan-
cukan” PSAK 60 kembali menegaskan bahwa 
apabila secara kuantitatif data yang diung
kapkan pada akhir periode pelaporan tidak 
merepresentasikan risiko perusahaan, maka 
perusahaan wajib menyediakan informasi 
lebih lanjut yang representatif. Prinsip “Jan-
cukan” dalam PSAK 60 tersebut memberikan 
penyadaran bahwa pengambilan keputusan 
ekonomi oleh pengguna yang hanya berfokus 
pada “angka” (informasi finansial) pada 
lapor an keuangan tidak cukup mendukung 
ketepatan keputusan ekonomi yang dilaku
kan. Oleh karena itu, akuntan seharusnya 
tidak hanya menyajikan “angka”, tetapi juga 
wajib memberikan penjelasan melalui narasi 
yang representatif sehingga memungkinkan 
pengguna untuk mengevaluasi realitas (sifat 
dan kualitas) yang berada di balik “angka” 
tersebut.

Fakta bahwa DSAKIAI telah menindak
lanjuti implementasi prinsip “Jancukan” 
dalam setiap PSAK yang diterbitkan se
bagaimana tersebut di atas juga patut 
untuk diapresiasi, mengingat bahwa ke
terbacaan dan keterpahaman merupa
kan determinan kebermanfaatan laporan 

keuangan bagi pengguna (Lee, 2012; More
no & Casasola, 2016). Asay, Elliott, & Ren
nekamp (2017) juga mengingatkan tentang 
urgensi penyu sun standar akuntansi (ac-
counting standards setter) untuk menetap
kan standar dengan memperhatikan aspek 
keterbacaan dan ke terpahaman tersebut. 
Laporan keuang an harus memberikan nilai 
bagi pengguna (Feng, Cummings, & Tweed
ie, 2017), se hingga ke terbacaan dan ke-
terpahaman harus memperoleh perhatian 
dari standard setter (Cheung & Lau, 2016; 
Wang, Hsieh, & Sarkis, 2018). Keterbacaan 
dan keterpahaman laporan keuangan dapat 
dilakukan melalui pemilihan kata dan ang
ka (pengukur an) yang tepat (Abdo, Mange
na, Needham, & Hunt, 2018; Rosenkranz & 
Pollach, 2016) atau pengungkapan (disclo-
sures) yang memadai, baik melalui catatan 
atas laporan keuangan maupun catatan 
kaki atau footnotes (Edgar, Beck, & Bren
nan, 2018; Leung, Parker, & Courtis, 2015; 
Yekini, Wisniewski, & Millo, 2016).

Secara empiris penelitian ini juga me
nemukan bukti bahwa perusahaanpe
rusahaan publik (emiten) di Indonesia 
telah mematuhi prinsip “Jancukan” dan 
mengimplementasikannya dalam pelaporan 
keuangan. Kepatuhan atas prinsip terse
but terefleksi dalam beberapa hal. Perta
ma, penggunaan “kata” atau “frasa” (se
bagai nama akun) untuk merepresentasikan 
fenomena, serta penggunaan “angka” (hasil 
pengukuran) untuk merepresentasikan nilai 
ekonomi dari fenomena yang bersangkutan. 
Kedua, penjelasan (diskripsi) lebih rinci da
lam catatan atas laporan keuangan tentang 
fenomena ekonomi yang direpresentasikan 
melalui “kata” dan “angka”. Ketiga, pengung
kapan halhal lain lebih luas yang mampu 
meningkatkan pemahaman pihak terkait 
berkaitan dengan fenomena ekonomi. Keem
pat, pengungkapan peristiwa setelah tanggal 
pelaporan yang mempengaruhi dan/atau ti
dak mempengaruhi informasi dalam laporan 
keuangan. Berikut ini adalah diskripsi hasil 
analisis isi laporan keuangan emiten tahun 
2016 yang menunjukkan kepatuhan perusa
haan pada prinsip “Jancukan”.

Dalam laporan posisi keuangan PT 
Ciputra Surya merepresentasikan alat
alat pembayaran likuid yang dimiliki per 
31 Desember 2016 dalam “kata” dan “ang
ka” melalui simbol “Kas dan Setara Kas 
Rp1.539.466.798.395”,00. Berdasarkan 
prinsip “Jancukan”, PT Ciputra Surya 
menjabarkan informasi bahwa “Kas dan 
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Setara Kas” tersebut terdiri atas Kas di 
tangan Rp3.105.877.902,00 Kas di bank 
Rp287.035.639.830,00 dan Deposito Ber
jangka Rp1.249.325.280.663. Dalam CALK, 
masingmasing unsur “Kas dan Setara Kas” 
tersebut juga dijabarkan sangat rinci. Agar 
informasi keuangan lebih bermanfaat bagi 
pengguna, berdasarkan prinsip “Jancuk-
an”, PT Ciputra Surya juga memberikan 
penjelas an lebih luas tentang upaya untuk 
meng hindari risiko kecurian dan risiko lain
nya atas “Kas dan Setara Kas” yang dimiliki, 
melalui penjelasan:

 
“Seluruh kas telah diasuransikan 
terhadap risiko kecurian dan risiko 
lainnya dengan nilai pertanggung
an sebesar Rp21.100.000.000,00 
kepada PT Chubb General Insu-
rance Indonesia (dahulu PT ACE 
Jaya Proteksi) pada tanggal 31 De
sember 2016...Manajemen Kelom
pok Usaha berpendapat bahwa 
nilai pertanggungan asuransi 
tersebut cukup memadai untuk 
menutup kemungkinan kerugian 
atas risiko tersebut” (PT Ciputra 
Surya, 2016:80).

Agar laporan keuangan secara ke
seluruhan berguna bagi pemakai dalam 
peng ambilan keputusan ekonomi pada saat 
ini maupun di masa depan, PT Ciputra Surya 
menerapkan prinsip “Jancukan” lebih luas. 
Prinsip “Jancukan” tersebut diwujudkan da
lam bentuk pengungkapan peristiwa setelah 
tanggal pelaporan sebagai berikut.

“Pada bulan Oktober 2016, Pe
rusahaan bersamasama dengan 
PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) dan 
PT Ciputra Property Tbk (CTRP), 
keduanya entitas anak, menyam
paikan surat ke Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) sehubungan 
dengan rencana penggabungan 
usaha CTRS dan/atau CTRP  (Pe
rusahaan yang Bergabung) ke da
lam Perusahaan (secara kolektif 
disebut Peserta Penggabungan), 
di mana Perusahaan atau CTRA 
menjadi Perusahaan Hasil Peng
gabungan (surviving entity)” (PT 
Ciputra Surya, 2016:133)

Walaupun tidak berdampak pada 
penyesuaian Laporan Keuangan tahun 
2016, pengungkapan peristiwa setelah 
periode pelaporan tersebut bermanfaat bagi 
pihak terkait. Dengan pengungkapan terse
but, pihak terkait mengetahui bahwa tahun 
2016 merupakan tahun terakhir eksistensi 
PT Ciputra Surya di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). 

Selanjutnya, dalam laporan posisi 
keuangan, PT Total Bangun Persada mere-
presentasikan kewajiban jangka panjang 
perusahaan untuk membayar imbalan ker
ja  kepada karyawan per 31 Desember 2016 
dalam “kata” dan “angka” melalui simbol 
“liabilitas diestimasi atas imbalan kerja 
Rp163.920.693.000,00”. Berdasarkan prin
sip “Jancukan”, PT Total Bangun Persada men
jabarkan informasi bahwa “liabilitas Diesti
masi atas Imbalan Kerja” tersebut terdiri atas 
imbalan pascakerja Rp152.430.197.000,00 
dan imbalan kerja jangka panjang lainnya 
Rp11.490.496.000,00. Dalam catatan atas 
laporan keuangan, perhitungan jumlah ma
singmasing unsur “tersebut juga dijabar
kan sangat rinci. Berdasarkan prinsip “Jan-
cukan”, Total Bangun Persada memberikan 
penjelasan lebih lanjut tentang konsultan 
yang ditunjuk untuk menghitung “liabilitas 
diestimasi atas imbalan kerja” yang dilapor
kan. Total Bangun Persada menjelaskan:

“Liabilitas diestimasi atas imbal
an kerja pada tanggal 31 Desem
ber 2016 dihitung oleh PT Padma 
Radya Aktuaria dengan laporan-
nya pada tanggal 10 Februari 
2017, yang terdiri atas imbal
an pascakerja dan imbalan kerja 
jangka panjang lainnya. Imbal
an kerja jangka panjang lainnya 
merupakan imbalan kerja yang 
diberikan kepada pegawai setelah 
bekerja selama tahun tertentu. 
Entitas dan Entitas Anak belum 
menetapkan pendanaan untuk 
kedua program tersebut.” (PT To
tal Bangun Persada, 2016:55).

Agar informasi “Liabilitas Diestimasi 
atas Imbalan Kerja” dipahami oleh peng
guna, PT Total Bangun Persada juga telah 
menguraikan dengan jelas asumsiasumsi 
aktuaria yang digunakan untuk menghitung 
beban dan liabilitas imbalan kerja. Dalam 



Riduwan, Andayani, Prinsip “Jancukan” dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan    389

konteks ini prinsip “Jancukan” bermak
sud memberikan penjelasan agar pengguna 
laporan keuangan dapat memprediksi peru
bahan yang mungkin terjadi atas kewajiban 
entitas dalam membayar imbalan kerja di 
masa depan. 

Pada bagaian yang lain PT Total Bang-
un Persada menerapkan prinsip “Jancuk an” 
dengan leboh luas. Hal ini dilakukan supaya 
laporan keuangan secara keseluruh an dapat 
digunakan sebagai alat decision maker pada 
saat ini ataupun di masa depan. Prinsip 
“Jancukan” tersebut diwujudkan dalam ben
tuk pengungkapan peristiwa setelah tanggal 
pelaporan berikut:

“Berdasarkan surat No. 002/
IR.02/I/2017 tanggal 3 Januari 
2017, mengenai Laporan Informasi 
atau Fakta Material yang dikirim
kan manajemen entitas kepada PT 
Bursa Efek Indonesia menyebut
kan bahwa Komisaris Indepen
den entitas yang merangkap se
bagai Ketua Komite Audit Entitas 
yaitu  Drs. H. Mustofa, Ak., telah 
meninggal dunia pada tanggal 25 
Desember 2016. Sampai dengan 
tanggal laporan keuangan konso
lidasi, posisi jabatan tersebut be
lum terdapat pengganti” (PT Total 
Bangun Persada, 2016:81).
 
Walaupun tidak berdampak pada 

penyesuaian Laporan Keuangan tahun 
2016, pengungkapan peristiwa setelah 
periode pelaporan tersebut bermanfaat 
bagi penggunanya. Dengan pengungkapan 
tersebut pengguna laporan keuangan me
ngetahui bahwa tahun 2016 seorang peja
bat penting PT Total Bangun Persada telah 
meninggal dunia. Bagi pengguna informasi 
peristiwa setelah tanggal pelaporan tersebut 
(mungkin) dapat mempengaruhi keputusan 
ekonomi mereka.

Pada sisi lainnya, laporan keuangan 
PT Martina Berto merepresentasikan peng
hasilan yang diperoleh dari usaha pokok 
selama tahun 2016 dalam “kata” dan 
“angka” melalui simbol “Penjualan Neto 
Rp685.443.920.925,00”. Berdasarkan prin
sip “Jancukan”, PT Martina Berto menja
barkan informasi bahwa “Penjualan Neto” 
tahun 2016 tersebut merupakan penjual
an tiga jenis produk, yang terdiri atas pen
jualan Kosmetik Rp895.926.456.612,00, 
Jamu Rp5.168.306.139,00, dan Lainnya 

Rp52.790.008.230,00 setelah dikurangi dis
kon penjualan Rp231.470.194.237,00, dan 
retur penjualan Rp36.970.655.819,00. Ber
dasarkan prinsip “Jancukan” PT Martina 
Berto memberikan penjelasan lebih lanjut 
bahwa 85,80% dari jumlah penjualan tahun 
2016 dilakukan dengan pihak terkait. PT 
Martina Berto menjelaskan:

“Dalam kegiatan usaha normal, 
Grup melakukan transaksi dengan 
pihak yang berelasi yang meliputi 
transaksi penjualan, pembelian, 
royalti, dan transaksi keuangan 
lainnya. Rincian sifat hubungan 
dan jenis transaksi yang material 
dengan pihak yang berelasi ada
lah sebagai berikut...” (PT Martina 
Berto, 2016:57).

Berdasarkan prinsip “Jancukan”, jum
lah (nilai) transaksi antara PT Martina Berto 
dengan pihak yang berhubungan khusus. 
Penjabaran informasi tentang transaksi de
ngan pihakpihak yang berhubungan khu
sus sangat penting bagi pengguna laporan 
keuangan karena dapat digunakan untuk 
mengevaluasi bahwa kemungkinan informa
si keuangan terpengaruh oleh keberadaan 
dan transaksi dengan pihak terkait. De
ngan mengungkapkan transaksi, saldo, dan 
komitmen dengan pihakpihak tersebut, 
pengguna laporan keuangan PT Martina 
Berto memiliki pengetahuan tentang segala 
hal mengenai transaksi dengan pihak ter
kait. Dengan demikian, pengguna laporan 
keuangan dapat mengevaluasi operasi peru
sahaan, termasuk penilaian risiko dan ke
sempatan yang dihadapi PT Martina Berto.

Berdasarkan prinsip “Jancukan”, jum
lah (nilai) transaksi antara PT Martina Ber
to dengan pihak yang berhubungan khusus 
(pembelian, penjualan, dan royalti) juga di
jabarkan secara rinci, termasuk saldo akun 
(utangpiutang) per tanggal pelaporan. Penja
baran informasi tentang transaksi de ngan pi
hakpihak yang berhubungan khusus sa ngat 
penting bagi pengguna laporan keuangan 
karena dapat digunakan untuk mengevalua
si bahwa kemungkinan informasi keuangan 
terpengaruh oleh keberadaan dan transaksi 
dengan pihak terkait. De ngan mengungkap
kan transaksi, saldo, dan komitmen dengan 
pihak tersebut, pengguna laporan keuangan 
PT Martina Berto memiliki pengetahuan ten
tang segala hal mengenai transaksi dengan 
pihak terkait. Dengan demikian, pengguna 
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laporan keuangan dapat mengevaluasi ope-
rasi perusahaan, termasuk penilaian risiko 
dan kesempatan yang dihadapi PT Martina 
Berto. Agar laporan keuangan secara kese-
luruhan berguna bagi pemakai dalam peng
ambilan keputusan ekonomi pada saat ini 
maupun di masa depan, PT Martina Berto 
menerapkan prinsip “Jancukan” lebih luas. 
Prinsip “Jancukan” tersebut diwujudkan da
lam bentuk pengungkapan peristiwa setelah 
tanggal pelaporan sebagai berikut:

“Pada tahun 2017 perusahaan 
menerima Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar (SKPLB) No.0018/ 
406/15/054/17 tanggal 14 Ma
ret 2017 untuk masa tahun pa
jak 2015 atas pajak penghasilan 
badan. Perusahaan akan mene
rima sebesar Rp2.992.922.300,00 
dari total taksiran klaim sebesar 
Rp5.633.701.998,00” (PT Martina 
Berto, 2016:65)

Walaupun tidak berdampak pada 
penyesuaian Laporan Keuangan tahun 2016, 
pengungkapan peristiwa setelah periode pe
laporan tersebut bermanfaat bagi pengguna 
laporan keuangan. Dengan pengungkapan 
tersebut, pengguna laporan keuangan dapat 
menilai potensi arus kas PT Martina Berto di 
masa depan.

Pada sisi lainnya, untuk lingkup in
formasi yang berbeda, dalam laporan po
sisi keuangan, PT Blue Bird merepresen
tasikan fenomena ekonomi terkait dengan 
istrumen keuangan (aset keuangan dan 
lia bilitas keuangan) dengan bermacamma
cam simbol berupa “kata” (nama akun) dan 
“angka” (jumlah numerik). Agar informasi 
tentang instrumen keuangan lebih berman
faat, Blue Bird menerapkan prinsip “Jancuk-
an” yang diatur dalam PSAK 1 dengan cara 
menjabarkan dan menjelaskan secara rin
ci setiap unsur instrumen keuangan, baik 
secara kualita tif maupun kuantitatif. Ber
dasarkan prinsip “Jancukan”, Blue Bird juga 
mengungkapkan risiko yang melekat pada 
instrumen keuang an, serta menjelaskan 
bagaimana risiko tersebut dikelola. Sebagai 
contoh, Laporan Tahunan 2016 PT Blue Bird 
mengungkapkan penjelasan bahwa dalam 
menjalankan aktivitas operasi, investasi, 
dan pendanaan, perusahaan menghadapi 
risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko li
kuiditas, dan risiko pasar. 

“Dalam menjalankan aktivitas 
ope rasi, investasi, dan pendanaan, 
Grup menghadapi risiko keuangan 
yaitu risiko kredit, risiko likuiditas 
dan risiko pasar... Risiko kredit 
adalah risiko bahwa Grup akan 
mengalami kerugian yang timbul 
dari pelanggan, klien, pengemudi, 
dan pihak ketiga lain yang gagal 
memenuhi kewajiban kontraktual 
mereka. Risiko kredit Grup teru
tama melekat pada kas dan setara 
kas, piutang usaha, dan piutang 
lain-lain...Grup dapat terekspos 
terhadap risiko likuiditas apabila 
terjadi penghentian operasi dalam 
waktu yang cukup panjang se
hingga tidak dapat menyelesaikan 
utang jangka pendek dan jangka 
panjang yang jatuh tempo. Grup 
mengurangi risiko likuiditas de
ngan menjaga saldo kas atau se
tara kas dalam jumlah yang cu
kup signifikan...” (PT Blue Bird, 
2016:105).
 
Agar pengguna laporan keuangan 

dapat mengevaluasi dampak perubahan 
nilai tukar mata uang asing dan tingkat 
suku bu nga terhadap risiko entitas, Blue 
Bird me nerapkan prinsip “Jancukan” lebih 
luas, yaitu mengungkapkan hasil analisis 
sensitivitas pada dua hal tersebut. Blue Bird 
mengungkapkan:

“Pada tanggal 31 Desember 2016, 
jika nilai tukar Rupiah terha
dap mata uang asing terapresia
si sebanyak 10% dengan semua 
variabel konstan, laba sebelum 
beban pajak penghasilan untuk 
tahun yang berakhir pada tang
gal tersebut lebih rendah sebesar 
Rp5.598.000.000,00 sedangkan 
jika nilai tukar Rupiah terhadap 
mata uang asing terdepresiasi se
banyak 10%, maka laba sebelum 
beban pajak penghasilan untuk 
tahun yang berakhir pada tang
gal tersebut lebih tinggi sebesar 
Rp5.598.000.000,00 terutama se
bagai akibat kerugian/keuntung-
an translasi kas dan setara kas 
dalam mata uang asing” (PT Blue 
Bird, 2016:107).
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 Pada bagian lain laporan keuangan 
Blue Bird melaporkan adanya beberapa 
komitmen dengan pihak lain, dan memiliki 
kewajiban kontinjensi yang timbul karena 
adanya masalah litigasi (tuntutan hukum) 
dari pihak lain. Hal ini tertuang dalam kutip-
an berikut ini.

“Grup mengadakan Perjanjian 
Kemitraan dengan pengemudi, 
di mana Grup memberikan izin 
kepada pengemudi untuk meng
operasikan armada milik Grup. 
Pengemudi wajib menyerahkan 
uang jaminan kepada Grup, di 
mana uang jaminan tersebut 
dapat diambil apabila perjanjian 
kemitraan berakhir dengan masa 
kemitraan lebih dari satu tahun. 
Khusus untuk pengemudi ta k
si regular dan eksekutif, wajib 
menyerahkan hasil operasi taksi 
dan akan penanggung ganti rugi 
atas setiap kerugian yang disebab
kannya” (PT Blue Bird, 2016:122).
 
Komitmen tidak menimbulkan hak dan 

kewajiban, dan karenanya, tidak dapat di
laporkan dalam laporan keuangan. Demiki
an pula, liabilitas kontinjensi tidak dapat 
dilaporkan dalam laporan keuangan karena 
kepastian keharusan untuk memenuhi ke
wajiban bergantung pada terjadinya atau 
tidak terjadinya peristiwa tertentu di masa 
depan. Walaupun tidak disajikan dalam 
laporan keuangan, Blue Bird memenuhi 
prinsip “Jancukan” yang diatur dalam PSAK 
57 dengan cara mengungkapkan “komitmen” 
dan “liabilitas kontinjensi” secara naratif da
lam catatan atas laporan keuangan. 

Prinsip “Jancukan” juga diterapkan 
Blue Bird untuk memberikan informasi 
tentang kewajiban kontinjensi yang timbul 
karena adanya litigasi (tuntutan hukum). 
Dalam hal ini, PT Blue Bird mengungkapkan 
adanya permasalahan, seperti kutipan beri
kut ini.

“Pada tanggal 9 Desember 2016 PT 
Nissan Motor Distributor Indone
sia selaku Penggugat mengajukan 
gugatan wanprestasi dengan regis
ter perkara No.871/Pdt.G/2016/ 
PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan terhadap Perusa
haan sebagai Tergugat. Latar be
lakang dan pokok permasalahan 

dari gugatan ini adalah Penggu
gat menyatakan bahwa Tergugat 
melakukan wanprestasi kepa
da Penggugat berdasarkan MoU. 
Sampai dengan tanggal penerbit
an laporan keuangan konsolida
sian, belum ada keputusan yang 
dikeluarkan oleh Pengadilan Ne
geri Jakarta Selatan” (PT Blue 
Bird, 2016:127).

Prinsip “Jancukan” yang diterapkan 
PT Blue Bird dalam konteks komitmen 
dan liabilitas Kontinjensi bertujuan untuk 
memberi kan pemahaman kepada penggu
na laporan keuangan agar dapat memaham i 
sifat, waktu, dan jumlah yang terkait de
ngan informasi tersebut, sehingga laporan 
keuang an menjadi makin berguna bagi me
reka. Meskipun tidak dapat disajikan dalam 
laporan keuangan dalam bentuk “angka”, 
informasi tentang komitmen dan liabilitas 
kontinjensi penting untuk diungkapkan da
lam bentuk narasi yang memberikan pema
haman bagi pengguna “melampaui angka”.

Dalam laporan tahunan 2016 PT Blue 
Bird juga menjelaskan adanya Komitmen 
Pembelian Tanah. Komitmen pembelian 
tanah tersebut belum seluruhnya terealisasi 
sampai dengan tahun 2016, dan karenanya, 
tidak dinyatakan sebagai kewajiban dalam 
laporan posisi keuangan. Namun, berdasar
kan prinsip “Jancukan”, PT Blue Bird mem
berikan deskripsi secara jelas bagi penggu
na laporan keuangan. Hal ini tertuang pada 
kutipan berikut ini.

“Pada berbagai tanggal di bu
lan Desember 2012 Perusahaan 
mengadakan Perjanjian Jual Beli 
Bersyarat (PPJB) dengan PBM 
dan Pemegang Saham untuk la
han seluas 133.333 meter perse
gi di Jakarta, Medan, Manado, 
dan Surabaya dengan total ha r
ga pembelian minimum sebesar 
Rp950.420.000.000,00. Syarat 
dan ketentuan sehubungan de
ngan perjanjian ini adalah peru
sahaan akan melakukan pemba
yaran setelah mengubah status 
Perusahaan menjadi perusahan 
terbuka dan telah selesai melak
sanakan penawaran perdana sa
ham; apabila Perusahaan, karena 
suatu hal tidak jadi melaksanakan 
perubahan status Perusahaan 
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menjadi perusahaan terbuka sam
pai dengan akhir bulan Desember 
2013, pihak penjual berhak mem
batalkan perjanjian ini; penjual 
berhak untuk mengubah harga 
yang telah disepakati berdasar
kan nilai pasar yang akan dinilai 
terlebih dahulu.  Pada tanggal 31 
Desember 2016, komitmen yang 
telah direalisasi transaksi pem
beliannya adalah untuk beberapa 
lokasi dengan total luas lahan ma
sing-masing sebesar 100.931 me
ter persegi. Sampai dengan tang
gal penerbitan laporan keuangan 
konsolidasian, tidak ada pemba
talan atas perjanjian yang belum 
direalisasi pembeliannya” (PT Blue 
Bird, 2016:313).

Prinsip “Jancukan” juga diterapkan 
PT Blue Bird untuk memberikan informasi 
tentang kewajiban kontinjensi yang timbul 
karena adanya litigasi (tuntutan hukum). Se
bagai contoh adalah litigasi hak atas tanah. 
PT Blue Bird mengungkapkan bahwa:

 
“Pada tanggal 9 September 2015 
Triana mengajukan gugatan ke
pada Blue Bird atas tuduhan 
perbuat an melawan hukum de
ngan register perkara No. 496/
Pdt.G/2015/PN.Mdn pada Peng-
adilan Negeri Medan. Latar be
lakang dan pokok permasalahan 
dari gugatan ini adalah penggu
gat menyatakan dirinya berhak 
atau ikut memiliki sebagian tanah 
yang terletak di Jl. Kapten Muslim 
No. 92, Kelurahan Sei Sikambing, 
Kecamatan Medan Sunggal, Kota 
Medan de ngan Sertifikat Hak Milik 
No. 151/Sei Sikambing. Melalui 
gugatan ini, penggugat meminta 
Pengadilan Negeri Medan menya
takan bahwa Penggugat adalah 
pemilik dan berhak atas sebagian 
tanah Sertifikat Hak Milik No. 151/
Sei Sikambing dan menghukum 
Blue Bird untuk membayar ganti 
rugi sebesar Rp2.113.000.000,00 
dan kerugian moril sebesar 
Rp15.000.000.000,00 Pada tang
gal 16 Juni 2016 telah dibacakan 
putusan oleh Majelis Hakim Peng-
adilan Negeri Medan atas perka
ra tersebut, yang intinya menya

takan bahwa gugatan penggugat 
tidak dapat diterima. Selanjutnya 
pada tanggal 23 Agustus 2016 
salinan putusan tersebut telah 
dite rima Blue Bird.  Terhadap 
putusan di atas, penggugat telah 
menyerahkan Memori Banding 
kepada Peng adilan Tinggi Medan 
pada tanggal 6 Oktober 2016 dan 
Blue Bird telah menyerahkan Kon
tra Memori Banding pada tanggal 
1 Desember  2016. Sampai de
ngan tanggal penerbitan laporan 
keuangan konsolidasian, belum 
ada keputusan yang dikeluarkan 
oleh Pengadilan Tinggi Medan” (PT 
Blue Bird, 2016:126-127).

Kepatuhan manajemen perusahaan 
untuk mematuhi prinsip “Jancukan” dalam 
pelaporan keuangan sebagaimana diuraikan 
di atas, merupakan bukti bahwa manajemen 
menyadari urgensi pengungkapan informasi 
yang memungkinkan meningkatkan keter
bacaan dan keterpahaman laporan keuan
gan, sehingga laporan keuangan memiliki 
nilai (value) bagi pengguna.  Hal ini konsis
ten dengan hasilhasil penelitian tentang 
dampak keterbacaan dan keterpahaman 
laporan keuangan pada perilaku pengguna 
(Barker & McGeachin, 2013; Drago, Ginesti, 
Pongelli, & Sciascia, 2018; Haller & Staden, 
2014; Jones & Smith, 2014; Lim, Chalm
ers, & Hanlon, 2018; Velte, 2018). Feng, 
Cummings, & Tweedie (2017) menemukan 
bukti bahwa integrated reports mengan
dung kompleksitas informasi, baik informasi 
keuangan maupun nonkeuangan, sehing
ga keterbacaan dan keterpahaman sangat 
diperlukan agar kebermanfaatan integrated 
reports bagi pengguna makin meningkat. 
Beattie & Davison (2015) menjelaskan bah
wa keterbacaan dapat ditingkatkan melalui 
penggunaan “kata” (akun) yang mudah di
mengerti, dan melalui “angka” yang diper
oleh dari hasil pengukuran yang mudah di
jelaskan kepada pengguna. Demikian pula 
dengan Davison (2015) yang juga menjelas
kan bahwa ke terpahaman pengguna atas in-
tegrated reports dapat ditingkatkan melalui 
pengungkapan (disclosure) dengan bahasa 
yang dapat dengan mudah dipahami oleh 
pengguna pada umumnya.

Hasil penelitian serupa juga ditemu
kan oleh Ben-Amar & Belgacem (2018) 
yang melakukan analisis isi atas laporan 
keuangan. Velte (2018) menyatakan bahwa 
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deskripsi secara memadai yang diberikan 
oleh manajemen melalui catatan atas lapor
an keuangan tidak hanya membuat lapor
an keuangan menjadi mudah dibaca, teta
pi juga dapat meningkatkan keterpaham an 
bagi pengguna. Bukti lain ditemukan oleh 
Baxamusa, Jalal, & Jha (2018), bahwa ke
terbacaan laporan keuangan tahunan (an-
nual reports) berpengaruh positif pada 
keputusan para analis pasar modal, karena 
keterbacaan laporan keuangan merupakan 
properties dalam earning forecast bagi me
reka. Pernyataan tersebut konsisten dengan 
pendapat Johansen & Plenborg (2018) yang 
berargumentasi bahwa laporan keuangan 
tidak hanya harus reliabel dan relevan bagi 
pengguna, tetapi juga harus mudah diba
ca dan dipahami oleh penggguna, karena 
keterbacaan dan keterpahaman merupa
kan cerminan dari kebermanfaatan laporan 
keuang an. Jones & Smith (2014) menegas
kan bahwa relevansi (relevance) dan reliabi
litas (reliability) lapor an keuangan menjadi 
kehilangan makna jika relevansi dan reli
abilitas tersebut tidak di ikuti dengan keter
bacaan dan keterpaham an bagi pengguna.

SIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bah

wa DSAKIAI melalui Kerangka Konseptual 
Pelaporan Keuangan (KKPK) dan Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) telah 
mengajak, menganjurkan, bahkan mewa
jibkan akuntan Indonesia agar berPrinsip 
“JANgan CUKup ANgka”, “JANgan (merasa) 
CUKup (hanya menyajikan) ANgka”, atau 
“JANgan CUKup (berhenti di) ANgka”. DSAK
IAI menyadari bahwa keterbacaan dan ke
terpahaman laporan keuangan merupakan 
karakteristik kualitatif pelaporan keuangan 
yang penting. Dengan terminologi “khas” 
masyarakat Kota Surabaya, Provinsi Jawa 
Timur, prinsip yang dimaksudkan untuk 
meningkatkan keterbacaan dan keterpa
haman laporan keuangan tersebut, dapat 
diucapkan secara singkat sebagai prinsip 
“Jancukan”. Prinsip “Jancukan” bukan ha
nya ditekankan oleh DSAKIAI dalam KKPK, 
tetapi telah ditindaklanjuti dalam setiap 
penyusunan Pernyataan Standar Akuntan
si Keuangan (PSAK). DSAKIAI menyadari 
bahwa PSAK merupakan pedoman utama 
dalam praktik pelaporan keuangan bagi pe
rusahaan. Dalam praktik pelaporan keuang
an, prinsip “Jancukan” juga telah dipatuhi 
oleh perusahaan (emiten) dalam penyusun

an Laporan Keuangan Tahunan. Emiten 
me nyadari bahwa implementasi prinsip 
“Jancuk an” dalam pelaporan keuangan me
rupakan salah upaya untuk mewujudkan 
transparansi dalam tata kelola perusahaan 
yang baik (good corporate governance).

Hasil penelitian ini membawa beberapa 
implikasi. Pertama, implikasi praktis, bah
wa keuangan berguna bagi pengguna jika 
relevan dan merepresentasikan fenomena 
ekonomis dengan tepat. Namun, relevan
si (relevance) dan representasi tepat (faith-
full representation) tersebut menjadi kehi
langan makna jika laporan keuangan tidak 
terpaham i (understandable). Dalam konteks 
inilah catatan atas laporan keuangan menja
di penting untuk meningkatkan keterbacaan 
dan keterpahaman laporan keuangan bagi 
pengguna. Kedua, implikasi metodologi dan 
paradigma penelitian, bahwa dalam rangka 
pengembangan konsep dan praktik akuntan
si, penelitian tidak hanya dapat dilakukan 
dengan paradigma positivisme yang menun
tut keterukuran realitas serta menuntut jus
tifikasi hasil penelitian dengan kembali pada 
teoriteori ekonomi dan keuang an sebagai 
induk teori akuntansi. Untuk mengembang
kan konsep dan praktik akuntansi, peneli
tian dapat dilakukan berdasarkan paradig
ma lain, dalam hal ini adalah paradigma 
neo-positivisme, dan menjustifikasi hasil 
penelitian dengan berefleksi pada sosiolo
gi terminologi “Jancukan” di kalangan ma
syarakat Kota Surabaya, Jawa Timur.

Namun, penelitian ini memiliki keter
batasan. Keterbatasan penelitian ini teru
tama terletak pada analisis data yang dijus
tifikasi dengan berefleksi pada terminologi 
“jancuk”, yang merupakan istilah lokal ma
syarakat Surabaya, Jawa Timur. Karena 
merupakan istilah lokal, dimungkinkan isti
lah “jancuk” tersebut tidak dikenal oleh ma
syarakat secara luas, bahkan tidak dikenal 
dalam kamus bahasa resmi. Penelitianpe
nelitian dan analisis selanjutnya, khusus
nya penelitian yang berlandaskan pada pa
radigma neo-positivisme seperti penelitian 
ini, dapat menggunakan istilah yang lebih 
dikenal oleh masyarakat luas.
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